BAB Il
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUKAN

SECARA BERSAMA-SAMA

A. Data Kasus Tindak Pidana Illegal Logging

Tindak pidana illegal logging sudah terjadi pada semua kawasan hutan di
Indonesia dengan modus  operandi yang bermacam-macam, antara lain:
melakukan penebangan kayu tanpa izin yang.dilakukan oleh masyarakat dan
hasil tebangannya  dijual kepada pengusaha kayu ‘atau’ kepada industry
pengelolaan kayu, melakukan penebangan kayu diluar izin yang telah ditetapkan
konsensinya oleh pemerintah yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengusahaan
Hutan dan pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan tujuan
mempercepat tercapainya hasil tebangan agar memenuhi kontrak dengan pembeli
yang sudah disepakati dalam upaya meningkatkan keuntungan perusahaannya,
dan melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dalam praktiknya modus operandi yang
dilakukan dalam kegiatan illegal logging melibatkan lebih banyak pelaku, baik
turut serta melakukan, membantu melakukan maupun menyuruh melakukan.

Selain- masalah illegal logging, masalah illegal trade yaitu maraknya
pemasaran gelap hasil hutan dengan pelakunya yang bukan hanya warga negara
sendiri tetapi sudah melibatkan warga negara asing dimana samapai saat ini
pemerintah belum mampu mengatasi masalah besar tersebut. Hal ini menjadi

indikasi kuat bahwa jaringan domestic dan internasional sudah ikut berperan
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dalam hal perusakan hutan di Indonesia. Mengapa samapai terjadi demikian,
sebab memang bisnis kayu adalah bisnis yang sangat menguntungkan dari segi
ekonomi karena selain harganya relatif tinggi dan proses produksinya relatif
murah dan mudah, serta kayu adalah kebutuhan manusia yang mendasar.*®

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung padan tahun 2013 dari 57
perkara illegal logging, 10 diantaranya di vonis bebas, 15 orang dihukum kurang
dari 1 tahun penjara, 31 orang dihukum 1 sampai 2 tahun penjara dan 1 orang
dihukum penjara 3 sampai 5 tahun, pada tahun 2014 36 orang divonis bebas, 29
orang dihukum 1 sampai 2 tahun penjara dan 13 orang dihukum: penjara 3 tahun
sampai 10 tahun.*® Hasil lain, dalam data statistik penanganan perkara tindak
pidana khusus, illegal logging adalah perkara terbanyak kedua setelah kasus
korupsi.

Menurut kalangan Mahkamah Agung, hukum dan sistem peradilan pidana
di Indonesia masih memungkinan hakim untuk memvonis bebas seorang
terdakwa dan di negara manapun, putusan hakim dalam kasus pidana pasti hanya
dua jenis yaitu menghukum atau membebaskan terdakwa. Hakim Agung tak
berwenang untuk mengadili dalam hal benar tidaknya suatu fakta, melainkan
hanya mengadili dalam hal benar tidaknya suatu penerapan hukum oleh hakim di
tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.*’

Berdasarkan laporan tahunan Menteri Kehutanan pada tahun 2014 terdapat

sekitar 274 kejahatan kehutanan, yang meliputi 161 kasus illegal logging, 42

“ perjanjian dan Pernyataan Politik lllegal Logging dan Illegal trade se Asia Timur, Ministeral Declaration
on Forest Law Enforcement, Govermence, and Trade (FLEGT), Bali, 2001

6 www.Scribd.com “Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2013 dan 2014”, di akses Pada Hari Selasa 26
Mei 2015 Pukul 20.25 WIB

T www.mahkamahagung.co.id “Statistik Keadaan Perkara Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2014 "di akses Pada Hari Selasa 26 Mei 2015 Pukul 19.15
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kasus perambahan, 67 kasus tumbuhan dan hewan liar, 2 kasus penebangan
illegal dan 2 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari jumlah itu, 112 kasus telah
P21 (berkasnya siap disidangkan), 55 kasus dalam proses persidangan, 35 kasus
telah divonis, dan sisa tunggakan kasus sebanyak 162 kasus.*®

Sementara itu, berdasarkan data dari catatan Indonesia Corruption Watch
(ICW), selama empat tahun terakhit (2010-2014) dari 205 orang pelaku illegal
logging yang telah diadili di pengadilan hanya 18 orang yang tergolong pelaku
utama seperti Direktur, Komisaris Utama, Pemilik pengerajian kayu, Pengusaha,
Penegak Hukum, Pejabat Dinas Kehutanan, Kontraktor, Warga Negara Asing.
Selebihnya 187 orang pelaku kelas lapangan seperti operator supir truk, dan
petani. Dari semua yang di proses sedikitnya terdapat 137 orang yang telah
dibebaskan oleh sejumlah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di
Indonesia. Selebihnya, 44 orang divonis dibawah 1 tahun penjara dan 14 orang
yang divonis 1 sampai 2 tahun penjara. Hanya 10 orang yang divonis diatas 2

tahun penjara.*

B. Beberapa kasus tindak pidana illegal logging yang dilakukan secara
bersama-sama

Permasalahan illegal logging-di Indonesia telah menjadi permasalahan

nasional yang telah merugikan Indonesia baik secara materi maupun non materi.

Penanganan-penanganan kasus illegal logging terus dilakukan oleh aparat-aparat

“8 www.dephut.go.id “Statistic Kasus Kejahatan kehutanan Kinerja Departemen Kehutanan Republik
Indonesia 2014, di akses Pada Hari selasa 26 Mei 2015 Pukul 19.55 WIB.
9 www.antikorupsi.org, “Penegakan Hukum lilegal Logging” diakses Pada Hari Rabu 27 Mei 2015 Pukul

17.05 WIB.
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yang mempunyai kewenangan. Penanganan kasus-kasus tersebut tentunya dalam
rangka pemberantasan illegal logging, yang secara jelas dan nyata merusak
lingkungan dan merugikan negara Indonesia triliunan rupiah setiap tahunnya.
Namun penangan illegal logging masih jauh dari harapan, hal ini jelas terlihat
dari masih banyaknya kasus-kasus illegal logging yang terjadi. Dalam hal ini
penulis mengambil beberapa contoh kasus illegal logging yang dilakukan secara
bersama-sama, kasus-kasus tersebut diantaranya ;

1) Kasus lllegal Logging yang melibatkan Basri Tuwain dkk.

Basri Tukwain adalah nahkoda Kapal KLM Karya Utama yang pada hari
senin tanggal 25 oktober 20011 di daerah sorong mendapat perintah dari
Pinontoan untuk mengangkut kayu olahan jenis Merbau milik Andriany
Manuputi dan Nicolas Pinontoan yang berada di distrik Saingun Malamas
Kabupaten Sorong sebanyak 98,8945 M3.

Kemudian Nicolas Pinontoan selaku pemilik kayu, mengurus dokumen
kayu olahan tersebut ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong yang saat itu
bertemu Bert Tanawani yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas
Kehutanan Kabupaten Sorong, Bert tanawani menerbitkan dan menandatangani
dokumen Surat Angkut Kayu Olahan"(SAKO) tanpa membayar Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi Daerah (RD), namun
ternyata dokumen SAKO yang diterbitkan dan di tandatangani oleh Bert
Tanawani sudah tidak dapat di pergunakan lagi sebagai dokumen angkut, karena
yang seharusnya diterbitkan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH).
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Kemudian dokumen SAKO tersebut oleh Nicolas Pinontoan melalui
karyawannya diserahkan kepada Basri Tukwain sebagai dasar dokumen
pengangkutan kayu olahan sehingga Basri Tukwain dengan menggunakan Kapal
KLM Karya Utama yang berbobot 88 gross ton dengan dibantu oleh ABK Kapal
KLM Karya Utama memuat kayu olahan jenis Merbau, namun karena kapal
tidak mampu mengangkut semua kayu olahan sebanyak 98,8945 M?* akhirnya
Basri Tukwain dengan Kapal KLM Karya Utama mengangkut kayu olahan jenis
merbau sebanyak kurang lebih 52,50 M® atau 1.748 keping ke Tembak Garam
Kota Sorong dan sisanya masih ditinggal di distrik Saingun Malamas Kabupaten
Sorong.

Ketika Basri Tukwain sedang mengangkut kayu olahan jenis Merbau
tersebut sampai di Tambak Garam berhasil di tangkap oleh petugas polsek KP3
Laut Sorong dan setelah di periksa ternyata kayu olahan jenis Merbau sebanyak
kurang lebih 52,50 M?® atau 1.748 keping yang diangkut oleh Basri Tukwain
dengan menggunakan Kapal KLM Karya Utama tidak memiliki dokumen
SKSHH.

Atas perbuatan mereka, Jaksa Penuntut Umum menuntut mereka dengan
Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan
menjatuhkan pidana terhadap mereka dengan pidana penjara masing-masing 3
tahun dan denda masing-masing Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan.
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim
memiliki pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan mereka, yakni :
Perbuatan mereka telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 (7)
Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1.Unsur Barang Siapa
2.Unsur dengan sengaja
3.Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan dengan tidak

dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

4.Unsur turus serta.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Arti barang siapa yang dimaksud adalah seseorang manusia atau Badan
Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum.
Berdasarkan pemeriksaan, para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti
jalannya persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan secara
Psikologis para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga
kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas segala
perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Unsur

Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja
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Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa
menurut doktrin adanya perbuatan sengaja (OPZET) berkaitan dengan niat para
terdakwa yang dengan sadar mengkehendaki adanya perbuatan tersebut dan para
terdakwa menginsyafi akan akibat dari perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta
Hukum yang terungkap di persidangan, unsur dengan sengaja dalam perkara ini
ditujukan terhadap perbuatan para terdakwa yang mengangkut, menguasai atau
memiliki hasil hutan berupa kayu pecakan jenis merbau sebanyak 52,50 M? yang
telah dikuasai atau dimiliki oleh para terdakwa dari distrik Saigun Malamas
menuju Tambak Garam Sorong yang dilengkapi dengan: Surat Keterangan
Angkutan. Kayu Olahan (SAKO) dan bukan dilengkapi dengan SKSHH.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terbukti

secara sah menurut Hukum:;

Ad.3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan yang tidak
dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat, bahwa
unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan
bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat
disimpulkan adanya pengangkutan Kayu Pacakan (Kayu Olahan) dengan Kapal
KLM Karya Utama sebanyak 52,50 M?* dari Distrik Saigun Malamas ke Tambak
Garam Sorong dengan mempergunakan Dokumen Surat Angkut Kayu Olahan
(SAKO). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengangkut

Hasil Hutan telah terbukti secara sah menurut Hukum, dengan terbuktinya unsur
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mengangkut Hasil Hutan tersebut maka unsur selebihnya tidak perlu
dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :126/KPTS-11/2005
tentang penatausahaan hasil hutan pasal 21 ayat 1 mengisyaratkan untuk
mengangkut hasil hutan harus dilengkapi dengan:

1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);

2. Faftar Angkut Bahan Baku Serpih (FA-BBS) dan

3. Faktur Angkut Bakau (FA-Bakau)

Dalam kasus ini, kayu olahan yang telah diangkut tersebut tidak
dilengkapai dengan Daftar Hasil Hutan (DHH) serta berita Acara pemeriksaan
fisik kayu harus diketahui oleh pejabat P2 SKSHH Dinas Kehutanan, hal ini
dapat disimpulkan asal usul kayu tidak sah (illegal), dengan demikian kayu yang
diangkut oleh para terdakwa dapat mempergunakan Kapal KLM Karya Utama
sebanyak 52,50 M? tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 126/KPTS-11/2005 tentang penatausahaan Hasil Hutan Pasal 21 ayat 1.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengangkut kayu tidak

dilengkapi dengan SKSHH terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad.4. Unsur Turut Serta

Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, memiliki

pertimbangan bahwa Nicolas Pinontoan, Adriany Manuputty, Basri Tukwain, dan

repository.unisba.ac.id



Bert Tanawai menyadari dan mengetahui kayu olahan yang diangkut sebanyak

52,50 M* hingga ke Tambak Garam adanya kerjasama satu sama lainnya.

Maka menurut Majelis Hakim untuk unsur turut serta telah terbukti secara
sah menurut hukum. Oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h jo
Pasal 78 ayat (7) Undang undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti atas perbuatan mereka, maka Majelis
Hakum berpendapat mereka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

sebagaimana yang didakwakan kepada mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim "didasarkan pada ke
empat unsur diatas, maka hakim mengeluarkan putusan terhadap Adriany
Manuputty, Bert Tanawani, Nicolas Pinontoan, Basri Tuwain, dengan
memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang undang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, bahwa mereka terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama
mengangkut Hasil Hutan tidak dilengkapi SKSHH. Dan menjatuhkan pidana
terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua)

tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2) Kasus lllegal Logging yang melibatkan Agustian dkk.
Sekitar bulan maret 2009-2010, bertempat di wilayah Sorong, Agustian
seorang Direktur CV Pin Samai Multi Utama yang bernama Muhammad Nasib

Baria, dan Topilus Lan selaku pemegang izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat
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(IPKMA) sekaligus mitra kerja Muhammad Nasib Baria, untuk melakukan
penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan.
Kegiatan ini mereka lakukan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang, serta telah dengan sengaja menerima, membeli atau menjual,
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memliki hasil hutan yang
diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah.,

Dalam melakukan kegiatannya mereka membawa alat-alat berat atau alat-
alat lainnya yang lazim yang akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan
dilakukan eleh Agustian sejak bulan Juni dan Juli 2008. Setelah kayu-kayu
ditebang oleh para tenaga chain saw kemudian dari tempat penebangan kayu
ditarik dengan menggunakan alat dozer ke TPN, kemudian kayu yang sudah di
TPN diangkat dengan menggunakan alat wheel loader dan dimuat ke logging
truck, dan kayu yang sudah termuat pada logging truck diangkut menuju ke log
pound. Kayu yang berada di log pound Motlot Kampung Waigma yaitu :

- Kayu log merbau sebanyak 1.449 batang dengan kubikasi 5.440,53 M®
- Kayu meranti sebanyak 426 batang dengan kubikasi 1.218,95 M*
- Kayu rimba campuran sebanyak 232 batang dengan kubikasi 742,26 M?
Dalam menjalankan kegiatan penebangan dan pemungutan hasil hutan, Agustian
dan Muhammad Nasib Baria, menggunakan ijin IPK MA atas nama Topius Lan
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya
Barat Nomor : Kep-552.1/188 tanggal 29 april 2008. Berdasarkan Undang undang

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, IPK MA tidak dikenal dan diatur
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didalamnya. Sehingga Agustian, Muhammad Nasib Baria, dan Topilus Lan
ditangkap oleh petugas setempat.

Atas perbuatan yang telah mereka lakukan, Jaksa Penuntut Umum
berpendapat bahwa terhadap perbuatan tersebut sebagaiman diatur, dapat diancam
dengan dakwaan kumulatif yaitu perbuatan para terdakwa diancam dengan
dakwaan kesatu melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP. Dan kedua melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP. Dan ketiga melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf j
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada mereka dengan pidana penjara
masing-masing selama 3 tahun penjara dan denda masing-masing Rp.
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim
memiliki pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan mereka, yakni :

Berdasarkan dakwaan kesatu, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan
mereka telah melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP.

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur dengan sengaja
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3. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di
dalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang

4. Unsur turut serta

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Arti barang siapa yang dimaksud adalah seseorang manusia atau Badan
Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan: perbuatannya menurut Hukum.
Berdasarkan pemeriksaan, para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti
jalannya persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan secara
Psikologis para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga
kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas segala
perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Unsur

Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa
berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, unsur dengan
sengaja dalam perkara ini ditujukan terhadap perbuatan para terdakwa yang
menebang pohon atau memanen atau memungut hsil hutan di dalam hutan tanpa
ijin dari pejabat yang berwenang, dengan sadar mereka mengkehendaki adanya

perbuatan memungut hasil hutan di dalm hutan Motlol pulau Missol dan para
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terdakwa menginsyafinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur

dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad.3. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di
dalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang

Menurut Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat, dalam unsur
ini mengandung tiga kategori memanfaatkan hutan yaitu :

a. Menebang pohon

b. Memanen Hasil Hutan

c. Memungut Hasil Hutan

Dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa I, terdakwa I,
terdakwa 11l telah melakukan pemungutan hasil hutan didalam hutan Motlol
dengan cara melakukan penebangan pohon yang kemudian ditarik keluar hutan
dengan menggunkan IPK MA yang diatur dalam Undang undang Nomor 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka
unsur-unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di
dalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, terbukti secara sah menurut

hukum.

Ad.4. Turut serta
Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, memiliki
pertimbangan bahwa diantara Agustian, Muhammad Nasib Baria, dan Topilu

Lan, melakukan kerjasama dalam pengolahan pemungutan hasil hutan dengan

repository.unisba.ac.id



cara Agustian menyediakan alat berat untuk menarik kayu ke luar hutan,
Muhammad Nasib Baria sebagai penerima kuasa dari Topilus Lan selaku
pemegang hak ulayat di Motlol pulau Missol dan selaku pemilik IPK MA.
Dengan mempergunkan IPK MA atas nama Topilus Lan, Agustian dan
Muhammd Nasib Baria melakukan pemungutan hasil hutan di wilayah tersebut.
Maka menurut Majelis Hakim untuk unsur turut serta telah terbukti secara sah
menurut hukum.

Berdasarkan ke-4 unsur yang telah dijelaskan diatas, hakim menyatakan
bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut.

Kemudian Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang diberikan oleh
JPU yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f eUndang
udang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP, yaitu memiliki unsur-unsur :
1.Unsur Barang Siapa
2.Unsur dengan sengaja
3.Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal
dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

4.Unsur turut serta

Ad.1. Unsur Barang Siapa
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Hakim mempertimbangakan bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan
kesatu, sebagaimana telah dijelaskan diatas, menjadi uraian unsur setiap orang
dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam

dakwaan kedua telah terbukti pula.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Hakim memiliki pertimbangan bahwa: dalam dakwaan kesatu unsur
dengan sengaja telah terbukti, maka dengan demikian unsur dengan sengaja

dalam dakwaan kedua telah terbukti pula.

Ad.3. Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak

sah

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa para terdakwa
telah menjual kayu log pada P.T Hendrison dan P.T Panca Usaha Polopo
Playwood. Kayu tersebut di peroleh-dari kawasan hutan di motlol dengan cara
menebang pohon dan kemudian ditarik dengan mempergunakan alat berat
menuju tempat penumoukan kayu yang berada di log pound. Dalam melakukan
kegiatan pemungutan hasil hutan mempergunakan ijin IPK MA atas nama

Topilus Lan. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan ahli dan
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Undang undang Nomoro 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan IPK MA tidak
diatur didalamnya, sehingga para terdakwa telah melanggar Undang undang
tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur menerima, membeli
atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil
hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil

atau dipungut secara tidak sah telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad.5. Unsur turut serta

Terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih kembali pertimbangan
unsur turut serta dalam dakwaan kesatu, dimana dalam dakwaan kesatu unsur
turut serta telah terbukti dengan demikian unsur turt serta dalam dakwaan kedua

telah terbukti pula.

Berdasarkan ke-4 usnur yang telah dijelaskan diatas sebagaimana yang
didakwakan oleh JPU dalam dakwaan yang kedua hakim menyatakan bahwa
para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

terncatun dalam dakwaaan kedua.

Kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga yang diberikan oleh
JPU vyaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf j Undang udang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang

memiliki unsur-unsur ;

1.Unsur Barang Siapa
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2.Unsur dengan sengaja

3.Unsur membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut di
dugakan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa
ijin dari pejabat yang berwenang

4.Unsur turut serta

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga, bahwa hakim
mengambil alih uraian unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu, sehingga

dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga telah terbukti pula.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Hakim memiliki pertimbangan bahwa dakwaan kesatu unsur dengan
sengaja telah terbukti, maka dengan demikian unsur dengan sengaja dalam

dakwaan ketiga telah terbukti pula.

Ad.3. Unsur membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau
patut di dugakan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan

hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang
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Unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa alat berat yang digunakan para
terdakwa untuk memungut hasil hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri
No0.428/Kpts-11/2003 yang berhak mengeluarkan ijin adalah Dirjen Binda
Produksi Cq Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan Republik
Indonesia, sedangkan dalam kasus ini, para terdakwa memperoleh ijin dari
Gubernur Irian Jaya Barat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur

ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum.

Ad.5. Unsur Turut serta

Terhadap unsur turut serta, Majelis Hakim mengambil alih kembali
pertimbangan unsur turut serta dalam dakwaan kesatu, dimana dalam dakwaan
kesatu unsur ini telah terbukti dengan demikian unsur turut serta dalam dakwaan

ketiga telah terbukti pula.

Berdasarkan ke-4 unsur yang telah dijelaskan diatas sebagaimana yang
didakwakan oleh JPU dalam dakwaan yang ketiga, hakim menyatakan bahwa
para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan

dalam dakwaan ketiga.

Meskipun ketiga dakwaan JPU telah terbukti sah dan menyakinkan menrut
hukum, namun selanjutnya hakim mempertimbangkan pula apakah terhadap diri

Agustian, Muhammad Nasib Baria, dan Topilus Lan dapat dijatuhi pidana karena

repository.unisba.ac.id



kesalahannya tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap kasus
ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka Undang undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Papua. Berdasarkan Undang undang Nomor 21 Tahun
2001, Gubernur Papua membuat kebijakan perihal IPK MA dan kegiatan ijin
Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IPKHMA), dengan mengacu
kepada ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
17/Kpts-11/1999 yang mengatur hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum
adat pada areal hutan produksi. Berdasarkan . keterangan tersebut maka Para
terdakwa selaku penerima IPK MA, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam pemberian ijin. Sehingga sangatlah tidak adil ‘apabila Agustian,

Muhammad Nasib Baria, dan Topilus Lan diajukan sebagai terdakwa.

Menurtut Hakim Agustian, Muhammad Nasib Baria, dan Topilus Lan
telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga namun perbuatan
tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karena mereka melakukan
perbuatan tersebut atas adanya ijin dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian
dan Surat ljin dari Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, oleh karenanya mereka

dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
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